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IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGANDANGAN UNGGAS DI 
PEMUKIMAN UNTUK PENGENDALIAN INFEKSI AVIAN INFLUENZA 

PADA MANUSIA TERKAIT DENGAN 
PENGETAHUAN, SIKAP DAN PRAKTIK MASYARAKAT 

DI KABUPATEN BOGOR TAHUN 2012 
 

 

Pendahuluan 

   Fenomena peternakan sektor IV memiliki risiko tinggi terhadap kasus flu 

burung karena memiliki kedekatan dengan manusia, yaitu dipelihara di halaman 

rumah, sehingga hal ini merupakan ancaman bagi kesehatan masyarakat.1Unggas 

yang dipelihara dalam peternakan sektor IV  merupakan sumber infeksi virus flu 

burung yaitu ayam jago, ayam kampung, burung, angsa dan itik.2Avian influenza 

(AI) tipe H5N1atau yang lebih dikenal dengan istilah flu burung pada manusia 

adalah salah satu penyakit zoonotik yang masih menjadi prioritas nasional dalam 

usaha penanggulangan karena telah menjadi epizootik di Asia, Eropa, dan 

Afrika.2Jumlah kasus flu burung di Indonesia, sampai dengan Juli 2012 sebanyak 

190 konfirm  dengan 158 pasien meninggal dunia. Case fatality rate (CFR) 

mencapai 85%, sedangkan negara lain rata-rata hanya mencapai 59%.3 

 Propinsi Jawa Barat termasuk dalam wilayah risiko tinggi terjadinya AI. 

Kabupaten Bogor merupakan kabupaten tertular AI, memiliki fungsi strategis 

untuk penyediaan produk unggas bagi masyarakat di ibukota Republik Indonesia 

dan lalu lintas ternak dari dalam maupun keluar kabupaten Bogor tinggi.3Kondisi 

tersebut menjadi dasar  perlu adanya upaya pencegahan AI yang merupakan 

implementasi dari Peraturan Bupati Bogor nomor 16 tahun 2007 tentang 
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Intensifikasi Penanganan dan Pengendalian Virus Flu Burung/Avian Influenza 

(AI) di kabupaten Bogor.   

Metode 

 Penelitian ini merupakan penelitian campuran(sequential 

exploratory).yangdilakukan melalui dua tahap.5 Tahap pertama adalah analisis 

kebijakan, yaitu mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pengandangan 

unggas di pemukiman untuk mencegah kasus AI di kabupaten Bogor pada 

pelaksana kebijakan.Tahap kedua adalah bagaimana mekanisme implementasi 

kebijakan pengandangan unggas di pemukiman pada kelompok sasaran 

(masyarakat) dan menyusuninstrumenpenelitian berupa kuesioner untuk 

mengetahui perilaku masyarakat terhadap kebijakan tersebut. 

 Besar sampel pada penelitian kualitatif ditentukan secara purposive 

sampling, sehingga terpilih 7 orang birokrat di Dinas Peternakan dan Perikanan 

Kabupaten Bogor..Besar sampel pada penelitian kuantitatif ditentukan berdasarkan 

taraf kepercayaan 95% dan power  test (kekuatan uji) adalah 80%, maka besar 

sampel ditingkatkan menjadi 53 responden. Pemilihan responden  dilakukan 

secara multistage random sampling pada 2 kecamatan yang terpilih berdasarkan 

populasi ayam kampung terbanyak.5 

 Analisis data terdiri dari analisis bivariabel dan analisis 

multivariabel.Analisis bivariabel digunakan untuk mengetahuihubungan  

antaravariabel  pengetahuan,  sikap dan  praktik  responden dengan pengandangan 

unggas, menggunakan  uji statistik chi-kuadrat. Analisis multivariabel 

menggunakan uji statistik regresi logistikuntuk menganalisis hubungan satu atau 



3 
 

 
 

beberapa variabel bebas secara simultan dengan sebuah variabel terikat kategori 

yang bersifat dikotom.5 

 Asumsi yang diajukan, jika hasil kuesioner menunjukkan nilai 

pengetahuan, sikap dan praktik masyarakat terhadap pelaksanaan pengandangan 

unggas sebesar >75% dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan telah 

berjalan baik, 55-75% berarti implementasi kebijakan tidak berjalan dengan baik, 

<55% berarti kebijakan pengandangan unggas tidak diimplementasikan.Jika 

bernilai 0% berarti kebijakan pengandangan unggas merupakan bad policy. 

 

Hasil 

Pada tahap pertama, sebagian  besar responden berpendapat bahwa 

kebijakan pengandangan unggas  di sektor IV hanyalah sebagaibagian kecil dari 

sub kegiatan pengendalian dan pemberantasan AI, jadi tingkat urgensinya sangat 

rendah dibandingkan dengan  sub kegiatan lain, seperti vaksinasi dan biosekuriti. 

Hal tersebut nampak dari wawancara di bawah ini : 

“…Pengandangan adalah tanggungjawab masyarakat, tinggal kita 
menyampaikan  ke mereka agar mereka mengerti cara beternak yang baik. 
Vaksin tanggungjawab pemerintah karena masyarakat tidak bisa 
mengadakan vaksin …” (Informan 2) 

 

Pengandangan unggas di sektor IV diimplementasikan dalam sub kegiatan 

sosialisasi dari kegiatan pelayanan kesehatan hewan.Sosialisasi pengandangan 

unggas sektor IV belum dapat dikatakan berhasil karena masih banyak masyarakat 

yang belum mengandangkan unggasnya. Banyak faktor yang berperanan untuk 

mendukung keberhasilan pengandangan unggas di sektor IV, terutama faktor 
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sosial budaya dan ekonomi.Hasil wawancara tersebut selanjutnya dilakukan 

proses transkripsi, koding, kategorisasi, pembentukan tema kemudian menyusun 

tema-tema tersebut dalam suatu peta konsep seperti terlihat berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

Cara Pandang 
Implementasi 
kebijakan AI 

Skala prioritas 

Kepedulian 
pelaksana 

Kasus AI di 
sektor I-IV 

Karakteristik 
ayam 
kampung 

Budaya 
masyarakat 

Sosial 
ekonomi 
masyarakat 

Implementasi kebijakan pengandangan 
dipengaruhi oleh : (1-4) 

Sikap 
pelaksana 

Program/Kegiatan 

Keberhasilan 
ditentukan : 

Cara 
penyampaian 

Bentuk 
pelaksanaan 

Materi 

Kebutuhan masyarakat 

2. Dana 

4.  Kekuatan hukum  Peraturan 
Perundangan acuan  

3. Penurunan kasus AI 

Sosialisasi 

Perubahan 
perilaku 
masyarakat 

Jika berhasil 
diimplementasikan: 

Jika tidak berhasil 
diimplementasikan: 

1. Pengetahuan 
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 Peta konsep dapat dijelaskan sebagai berikut, ada 4 faktor yang 

mempengaruhi implementasi kebijakan pengandangan unggas di sektor IV yaitu : 

(1) Pengetahuan, pengetahuan mengenai bagaimana kasus AI sebenarnya di sektor 

IV, seberapa besar peranan sektor IV terhadap terjadinya AI, bagaimana 

karakteristik ayam kampung, bagaimana pengaruh pengandangan terhadap 

produktifitas dan kesehatan ayam kampung, budaya masyarakat, apakah 

masyarakat dapat menerima pengandangan unggas di sektor IV dengan segala 

konsekuensinya, bagaimana kondisi sosial ekonomi masyarakat, karena sangat 

berpengaruh dengan keberhasilan pengandangan unggas. Masyarakat yang 

memiliki kondisi sosial ekonomi rendah akan sulit untuk mengandangkan unggas 

dengan kendala utama biaya pemberian pakan, poin terakhir adalah pengetahuan 

yang cukup tentang sektor peternakan unggas mana yang paling berpotensi 

menimbulkan AI; (2) Dana, dana yang berupa anggaran belanja pemerintah pusat 

atau daerah dapat menunjang terlaksananya kebijakan pengandangan unggas di 

sektor IV; (3) Situasi AI saat ini, pada saat dilaksanakan penelitian, kasus AI di 

kabupaten Bogor tidak ditemukan lagi sejak tahun 2011, hal itu yang dapat 

menjadi salah satu pendorong kebijakan pengandangan unggas tidak 

dilaksanakan, sehingga fokus pemerintah tertuju pada penyakit hewan menular 

strategis lainnya; (4) Kekuatan hukum peraturan perundangan yang menjadi acuan 

kebijakan, dalam hal ini Peraturan Bupati Bogor no 16 tahun 2007,  dalam 

konteks perundangan, Peraturan Bupati terletak di bawah Peraturan Daerah 

(Perda)  dalam aspek kekuatan hukum sehingga Peraturan Bupati tidak 
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mengandung sanksi, hanya himbauan untuk melaksanakan beberapa ketentuan 

yang terkandung di dalamnya. 

 Pada tahap kedua, wawancara dilakukan dengan 10 orang responden 

mendapatkan hasil bahwa pada umumnya mereka tidak mengetahui adanya 

kebijakan pengandangan unggas di sektor IV, apalagi tertuang di dalam peraturan 

Bupati Bogor Tahun 2007. Pengandangan unggas juga masih disalahartikan oleh 

sebagian besar responden, pada umumnya mereka mengaku telah mengandangkan 

unggasnya, namun setelah ditelusuri lebih lanjut ternyata pengandangan yang 

mereka maksud adalah kandang yang  hanya berfungsi sebagai tempat tidur ayam 

di waktu malam dan bertelur saja, pada pagi hari ayam selalu dilepas dan pada 

sore hari ayam  akan  pulang  dengan sendirinya.  

Sebagian besar responden kurang setuju dengan kebijakan pengandangan 

unggas di sektor IV karena memiliki pendapatan di bawah upah minimum 

regional (UMR), memiliki ayam kampung sebanyak 3-5 ekor dan halaman luas di 

samping rumah. Hasil wawancara diolah melalui koding, kategorisasi yang 

digunakan untuk membangun kuesioner. 

Peta konsep di bawah ini menunjukkan bahwa terdapat tiga faktor yang 

sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan kebijakan, yaitu pengetahuan, sikap 

dan praktik masyarakat terhadap idealisme kebijakan. Pengetahuan, sikap dan 

praktik yang baik akan menyebabkan kebijakan tersebut dapat mencapai 

tujuannya yaitu pengandangan ungga, sehingga dari hasil penelitian secara 
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kualitatif di masyarakat membuahkan suatu hipotesis yang telah  diuji secara 

kuantitatif.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hipotesis tersebut, yaitu : Ada hubungan antara pengetahuan, sikap dan 

praktik masyarakat mengenai kebijakan pengandangan unggas untuk pencegahan 

AI dengan pelaksanaan pengandangan unggas di Kabupaten Bogor yang diuji 

melalui kuesioner yang disebar ke masyarakat untuk mengetahui tingkat 

pengetahuan, sikap dan masyarakat mengenai kebijakan tersebut terhadap 

pelaksanaan pengandangan. Kuesioner diolah melalui uji statistik yang dianalisis 

secara bivariabel dan multivariabel. 

Terlihat dari tabel 2, hanya variabel umur dan alasan pengandangan yang 

berhubungan terhadap pengandangan unggas (p <0,05). Hasil observasi  

Idealisme 
kebijakan 

Anggaran 

Komunikasi 
efektif 

Musyawarah 

Aspirasi 
masyarakat 

Pengetahuan 

Sikap 

Praktik 

Suistanable 
kebijakan 

Tujuan 
kebijakan 

Komunikasi 

Apatis Sikap 
negatif 

Zona 
aman 

Faktor 
ekonomi 

Budaya 
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pengandangan  unggas di sektor IV  tertuang  mendapatkan hasil bahwa dari 53 

rumah masyarakat yang memelihara unggas di pekarangan, sebanyak 7 rumah 

telah melakukan pengandangan sesuai dengan ketentuan dan 46 rumah tidak 

melakukan pengandangan. 

 

Tabel 2   Distribusi Menurut Karakteristik Responden di Kabupaten Bogor Tahun 2012 

No Karakteristik Responden Pengandangan Unggas Total 
(n) 

RP 
(95% IK) 

P 

Ya Tidak 
1 Jenis kelamin 

Perempuan  
Laki-laki 

 
2 
5 

 
9 
37 

 
11 
42 

 
1,53 

(0,34-6,84) 

 
0,584 

2 Umur 
<30 tahun 
30–39 tahun 
40–49 tahun 
>50 tahun 

 
2 
0 
0 
2 

 
1 
6 
19 
23 

 
3 
6 

19 
25 

 
- 
 

 
0,002 

 

3 Pendidikan 
SMU  
S1 

 
7 
0 

 
43 
3 

 
50 
3 

 
- 

 
0,610 

4 Pekerjaan  
IRT 
Buruh 
Swasta 
PNS 
Wiraswasta 
Pensiun 
Supir 
Petani 

 
0 
1 
1 
0 
2 
0 
0 
0 

 
6 
6 
3 
2 
16 
5 
2 
9 

 
6 
7 
4 
2 

18 
5 
2 
9 

 
- 

 
1,000 

5 Pendapatan 
<Rp 1.300.000,- 
>Rp 1.300.000,- 

 
6 
1 

 
39 
7 

 
45 
8 

 
1,07 

(0,34-6,84) 

 
0,949 

6 Lama Beternak 
5 tahun 
>5 tahun 

 
3 
4 

 
20 
26 

 
23 
30 

 
0,98 

(0,24 -3,95) 

 
1,000 

7 Alasan pengandangan : 
Nilai ekonomis ayam 
Toleransi tetangga 
Tidak ada, karena diumbar 

 
0 
4 
0 

 
3 
3 
43 

 
3 
7 

43 

 
- 

 
0,001 

8 Keterpaparan Penyuluhan 
Tidak terpapar 
Terpapar 

 
4 
3 
 

 
34 
12 

 

 
38 
15 

 

 
0,53 

(0,13-2,08) 

 
0,359 

Keterangan : SMU=Sekolah Menengah Umum 
 S1=Strata Pertama 
 IRT=Ibu Rumah Tangga 
 PNS=Pegawai Negeri Sipil 
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Pengetahuan dan praktik berhubungan dengan pengandangan unggas, 

sehingga dilanjutkan ke analisis multivariabel untuk mengetahui variabel mana 

yang paling berhubungan terhadap pengandangan unggas.Terlihat bahwa setelah 

dianalisis multivariabel, hanya variabel praktik yang paling berpengaruh dengan 

kekuatan asosiasi sebesar 6,312.(Tabel 3 dan 4). 

 

Tabel 3 Hubungan Tingkat Pengetahuan, Sikap dan Praktik Responden Terhadap 
Implementasi Kebijakan Pengandangan Unggas Sektor IV 

Variabel Pengandangan 
Unggas 

Total 
(n) 

RP 
(95% CI) 

P 
 

Tidak (n) Ya (n)  
Pengetahuan 
 Kurang 
 Cukup 
 Baik 

 
15 
24 
7 

 
0 
4 
3 

 
41 
12 
10 

 

- 

 

0,031 

 
Sikap 
 Tidak mendukung 
 Mendukung 

 
 

29 
17 

 
 

3 
4 

 
 

32 
21 

 
 

0,49 
(0,12 ̶ 1,98) 

 

0,309 

 
Praktik 
 Tidak  
 Ya 

 
 

40 
6 

 
 

3 
4 

 
 

43 
10 

 
 

0,17 
(0,05 ̶ 0,66) 

 

0,005 

 

 

Tabel 4 Model Akhir Regresi Logistik Hubungan antara Pengetahuan dan Praktik 
Terhadap Implementasi Kebijakan Pengandangan Unggas  

Karakteristik 
Responden 

Koefisien β SE (B) P RP 
( 95% IK) 

1. Praktik 1,842 
 
 

0,914 
 
 

0,044 
 
 

6,312 
(1,051 ̶ 37,887) 

2. Pengetahuan 1,285 0,794 0,106 3,615 
(0,762 ̶ 17,144) 
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Pembahasan 

 Peraturan Bupati merupakan salah satu bentuk kebijakan publik dalam 

kategori meso,3 artinya kebijakan yang bersifat menengah atau memperjelas 

pelaksanaan. Peraturan Bupati Bogor no 16 tahun 2007 mengenai unggas di sektor 

IV seharusnya dapat dimasukkan ke dalam salah satu kegiatan agar dapat 

diketahui efektivitas pelaksanaannya. 

Berdasarkan hal tersebut, kebijakan pengandangan unggas tidak 

terimplementasikan pada kalangan birokrat, sehingga kebijakan tersebut juga 

tidak dimplementasikan oleh masyarakat terlihat dari tingkat pengetahuan dan 

praktik masyarakat masih rendah terhadap kebijakan pengandangan unggas di 

pemukiman (<55%).Pengetahuan merupakan hasil dari tahu, terjadi setelah 

seseorang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu.6 

Pengetahuan merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya 

tindakan seseorang, sehingga upaya untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat 

mengenai pengandangan unggas di sektor IV untuk mencegah AI perlu 

mendapatkan perhatian utama dan upaya yang maksimal dari pemerintah agar 

masyarakat dapat berperan aktif untuk mengandangkan unggas di 

pemukiman.6Keberhasilan implementasi kebijakan pengandangan unggas di 

sektor IV memerlukan waktu yang cukup lama. Terbukti sejak tahun 2007 pada 

saat dikeluarkan Peraturan Bupati mengenai pengandangan unggas di sektor IV 

hingga saat ini jumlah responden yang melakukan praktik pengandangan unggas 

lebih sedikit daripada responden yang tidak mengandangkan unggas. 
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Hasil analisis multivariabel menunjukkan bahwa variabel praktik yang 

berperanan untuk dilakukan pengandangan unggas. Hal tersebut sesuai dengan 

tema konsep yang disajikan oleh penulis, bahwa kualitas sosialisasi sangat 

tergantung oleh beberapa hal, diantaranya kebutuhan masyarakat.7 Berdasarkan 

pengamatan secara kualitatif, masyarakat kabupaten Bogor masih belum 

menganggap pengandangan unggas itu penting bagi kesehatan mereka maupun 

unggas peliharaan, ditambah dengan keyakinan mereka bahwa flu burung 

bukanlah suatu masalah yang besar mengingat hingga saat ini penderita flu burung 

sebagian besar tidak memelihara unggas.8,9 

Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Pei Chun Kuo dkk.mengkaji 

sektor peternakan yang paling berpengaruh terhadap terjadinya AI, Hasil 

surveilans aktif yang mereka lakukan menunjukkan risiko terjadinya AI sebagian 

besar terletak pada peternakan burung puyuh yaitu 1,6%, sektor industri 

peternakan unggas dalam hal ini sektor I-III sebesar 0,2% dan sektor IV 

menimbulkan risiko paling rendah sebesar 0,05%.10 Hal tersebut sesuai dengan 

pendapat FAO bahwa burung puyuh merupakan pejamu utama AI, ditunjukkan 

dengan titer antibodi AI yang relatif tinggi.11,12 

Sektor peternakan I-III dapat berisiko terinfeksi AI karena kepadatan ayam 

relatif tinggi dan stres ayam  tinggi akibat cekaman lingkungan kandang, ventilasi 

kandang konstan, dan beberapa bakteri seperti clostridium dapat mudah 

ditemukan dalam lingkungan kandang yang semua itu dapat menjadi predisposisi 

terinfeksi AI.13-15 Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa biosekuriti yang 

dilakukan oleh industri peternakan belum optimal. 
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Beberapa faktor risiko AI di sektor peternakan IV adalah burung liar dan 

unggas air seperti bebek, itik dan angsa, sehingga untuk mencegah agar sektor IV 

tidak terinfeksi AI dilakukan pembatasan anatara ayam kampung dengan burung 

liar maupun unggas air.16-17Berdasarkan pengamatan peneliti, masyarakat 

kabupaten Bogor yang memelihara ayam kampung secara diliarkan, tidak 

memiliki faktor risiko di atas sehingga kasus AI dapat ditekan.  

Namun hal ini dapat terjadi bias, karena penelitian dilakukan pada bulan 

September, mengingat data dari unit penanggulangan pencegahan avian influenza 

(UPPAI) Ditjen Keswan Kementerian Pertanian, kasus AI banyak terjadi pada  

bulan April, saat peralihan ke musim kemarau yang merupakan kondisi optimal 

bagi virus AI untuk berkembangbiak.18 Untuk mencegah kasus AI di sektor IV, 

masyarakat harus disosialisasikan mengenai kasus AI banyak terjadi di bulan 

April, sehingga masyarakat siaga dan tanggap menghadapinya dengan cara 

mngandangkan unggas peliharaan, termasuk unggas air pada bulan April, menjaga 

kebersihan lingkungan dengan penyemprotan desinfeksi dan tanggap jika ada 

ayam sakit segera dipisahkan dari ayam sehat.19 Hal tersebut dilakukan untuk 

mencegah kontak antara unggas dengan virus AI yang berada di lingkungan. 

Selebihnya, jika petugas Dinas Peternakan dan Perikanan memutuskan bahwa 

keadaan lingkungan sudah aman, unggas dapat dilepas kembali. 
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Kesimpulan 

1) Dari segi unsur birokrat dan masyarakat, implementasi kebijakan 

pengandangan unggas di pemukiman untuk mencegah kasus Avian Influenza 

di Kabupaten Bogor tidak diimplementasikan secara optimal  

2) Ada hubungan antara tingkat pengetahuan dan praktik  masyarakat 

mengenai kebijakan pengandangan unggas untuk pencegahan AI dengan 

pelaksanaan pengandangan unggas di Kabupaten Bogor 

Saran 

Perlu peningkatan perilaku kesehatan unsur birokrat dan masyarakat  melalui 

promosi kesehatan masyarakat yaitu gerakan cuci tangan dan kaki sebelum masuk 

rumah perlu diintensifkan kembali sehingga masyarakat terutama yang memiliki 

unggas di pekarangan rumah dapat terbiasa melakukan pola hidup bersih sehat 
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